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BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Lembaga perwakilan rakyat yang memiliki hak konstitusional untuk
mengajukan Rancangan Undang-Undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat diilhami sebagai
representative politik rakyat kerena dipilih dalam pemilihan umum melalui
partai politik, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah dipandang sebagai
regional representative yang memperjuangkan kepentingan daerah dalam
tataran kebijakan nasional. Masing-masing lembaga perwakilan ini memiliki
fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (control), tetapi
besar kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
tidak sama. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk
Undang-Undang secara tak terbatas, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah
terbatas pada Undang-Undang tertentu sebagaimana diamanatkan Pasal 22D
ayat (2) UUD 1945.

Rancangan Undang-Undang inisiatif Dewan Perwakilan Daerah oleh
Dewan Perwakilan Rakyat memaknai hanya sebagai “usul” Rancangan
undang-undang, sehingga ketika sampai di Badan Legislasi Dewan
Perwakilan Rakyat dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tersebut. Oleh karena

itu, tidak salah kalau sebagian besar masyarakat menilai bahwa Dewan
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Perwakilan Daerah sebagai subordinasi (sub-ordination) Dewan Perwakilan
Rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai pihak yang
merasa hak konstitusionalnya dirugikan telah melakukan pengujian materi
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan. Mahkamah
Konstitusi sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengujian
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah mengeluarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 memiliki
implikasi yuridis bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan
mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam Sidang Pleno
Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, sesuai
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang
menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah berwenang untuk membahas
Rancangan Undang-Undang tertentu pada pembahasan tingkat pertama
hingga pembahasan tingkat kedua sebelum tahap persetujuan, seharusnya
sudah dapat dilaksanakan sejak diucapkan dalam persidangan tanggal 27
Maret 2013. Apabila ada Rancangan Undang-Undang tertentu yang dibahas
tanpa melibatkan Dewan perwakilan Daerah dan disetujui bersama Dewan

Perwakilan Rakyat dan Presiden menjadi undang-undang, maka Rancangan
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Undang-Undang tersebut cacat formal dan dapat dilakukan pengujian secara
formil (judicial review) di Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 menunjukkan
bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
sejajar sebagai lembaga tinggi negara. Dalam rangka mewujudkan check and
balances diantara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
idealnya lembaga perwakilan harus menganut sistem bikameral (bicameral
system).

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ikut membahas
Rancangan Undang-Undang dimulai dari pembahasan tingkat 1 (pengantar
musyawarah, mengkaji, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM)),
hingga pada pembahasan tingkat Il dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Setiap Rancangan
Undang-Undang tertentu dari Dewan Perwakilan Daerah diajukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, jika Rancangan Undang-Undang
tertentu berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat akan diajukan kepada Dewan
Perwakilan Daerah dan Presiden. Demikian juga Rancangan Undang-Undang
dari Presiden akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Daerah untuk dibahas bersama secara tripartit. Selain Rancangan
Undang-Undang tertentu yang diamanatkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945
akan dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Rancangan Undang-Undang yang telah dibahas dan tercapai

persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden akan berubah
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menjadi Undang-Undang dan harus diundangkan dalam Lembaran Negara

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama. Akan tetapi, jika

tidak tercapai persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan

Presiden, maka Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dapat diajukan

lagi di persidangan pada masa itu.

B. SARAN DAN MASUKAN

1.

Perlu perubahan ke V (Lima) UUD 1945 yang menempatkan Dewan
Perwakilan Daerah setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam
rangka menjalankan fungsi legislasi, sehingga tercipta prinsip check and
balances di lembaga perwakilan rakyat.

Perlu perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (MD3) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3)
dengan menyesuaikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
92/PUU-X/2012 dan tidak melibatkan fraksi dalam membahas setiap
Rancangan Undang-Undang.

Perlu dibuat tata tertib internal kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, untuk mengatur mekanisme persiapan
Rancangan Undang-Undang dari kelembagaan masing-masing.

Sementara untuk pembahasan bersama secara tripartit harus dibuat tata
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tertib bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Presiden.

Perlu ditata kembali struktur keanggotaan Majelis Permusyawaratan
Rakyat yakni tidak lagi terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, melainkan Majelis
Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Daerah, sehingga dapat dijadikan sebagai lembaga
(Joint session) yang memutus perbedaan pendapat antara Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam menjalankan

fungsi legislasi.
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